
pada pukul 13.04 WIB dengan

tinggi kolom abu teramati 2.000

meter di atas puncak atau

4.891 meter di atas permukaan

laut," kata Petugas Gunung Api

(PGA) Ahmad Rifandi di

Bukittinggi, Kamis (30/5).

Gunung api setinggi 2.891

meter di atas permukaan laut

(mdpl) itu saat ini berstatus

Level III atau Siaga. PGAmen-

catat kolom abu teramati

berwarna kelabu dengan inten-

sitas tebal condong ke arah

Barat Laut. Erupsi ini terekam

di seismogram dengan ampli-

tudo maksimum 30.4 mm dan

durasi sementara 2 menit 2 de-

tik. "Gunung Marapi berada pa-

da status Level III dengan

rekomendasi masyarakat tidak

memasuki dan tidak melaku-

kan kegiatan di dalam wilayah

radius 4,5 kilometer dari pusat

erupsi (kawah verbeek),"

katanya.

Masyarakat yang bermukim

di sekitar lembah aliran sungai-

sungai yang berhulu di puncak

Gunung Marapi, diminta agar

selalu mewaspadai potensi an-

caman bahaya lahar yang da-

pat terjadi, terutama saat

musim hujan.

Suara dentuman erupsi

Gunung Marapi membuat war-

ga di daerah Kabupaten Agam

berhamburan keluar rumah.

Sebagian dari mereka masih

trauma dengan rentetan peristi-

wa dari efek erupsi. "Sejak

akhir 2023 lalu erupsi utama

terjadi hingga kini, kami takut

dengan suara letusan Marapi

yang jelas terdengar. Apalagi

musibah banjir lahar dingin se-

bulan lalu," kata seorang warga

Ampek Angkek Agam, Atma

Yulia (40).                  (Ant/San)-f

memberikan penjelasan untuk meredam

penolakan tersebut. Pun Menteri PUPR yang

juga merupakan anggota komite Tapera tidak

mampu menjelaskan secara gambling, ter-

masuk penjelasan presiden. Memang dana

Tapera akan dikembalikan kepada pekerja

pada saatnya nanti, tapi segenap keraguan

dan apatisme juga muncul. Kalau memang

digunakan untuk bantuan pembelian peruma-

han dan sejenisnya, apakah diwajibkan untuk

semua pekerja. Kalaupun bagi pekerja de-

ngan UMR, apakah potongan gaji itu mampu

mewujudkan Impian mereka untuk memiliki

rumah yang bagi merekapun takut untuk

membayangkannya.

Mungkin ada sisi baiknya dari potongan

gaji untuk tapera, misalnya saat pengem-

balian akan mendapatkan dana beserta hasil

pemupukannya. Tapi apakah itu lebih penting

dibandingkan dengan desakan kebutuhan

kelompok pekerja dengan UMR untuk me-

menuhi kebutuhan yang mendesak saat ini.

Sampai saat ini belum ada penjelasan diten-

gah kegaduhan ini dari pemerintah terutama

dari Menteri PUPR, Menteri keuangan,

Menteri tenaga kerja, dan otoritas jasa ke-

uangan yang merupakan komite tapera.

Presiden pun hanya menjawab, bahwa pro

kontra adalah biasa dan nantinya juga akan

diterima. Gaya komunikasi seperti ini yang

perlu diperbaiki supaya tidak lagi terjadi

kegaduhan dimasa sulit.

Bersumber dari website BP Tapera, dana

potongan tersebut nantinya akan dikelola oleh

Manajer Investasi dan diinvestasikan pada

berbagai instrumen investasi. Ini pun juga

membutuhkan kepercayaan masyarakat yang

berkaca pada kinerja pengelolaan dana ma-

syarakat yang masih meragukan. Lebih pent-

ingkah dana potongan itu diinvestasikan ke de-

posito perbankan, surat utang/sukuk negara,

surat utang/sukuk daerah, surat berbarga di

bidang perumahan dan kawasan permuki-

man, serta bentuk investasi lain dibandingkan

urgensi pemenuhan pokok lain bagi pekerja.

Ini bukan dana kecil baik bagi pekerja mau-

pun secara akumulatif. Seandainya jumlah

pekerja di Indonesia sekitar 150 juta orang,

dengan rata-rata gaji 3,5 juta saja, maka akan

diperoleh 105.000 per pekerja sehingga aku-

mulasinya 15,7 triliun rupiah per bulan dan

189 triliun rupiah setahunnya. Hindarkan ma-

syarakat untuk berfikir liar untuk apa pemerin-

tah memanfaatkan dana ini ditengah utang lu-

ar negeri yang melambung dan kebutuhan

dana untuk IKN.

Pemerintah perlu untuk meyakinkan dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat ter-

kait penggunaan potongan gaji pekerja.

Sosialisasi dan kejelasan informasi juga harus

digencarkan kepada pekerja dan pemberi

kerja dimasa yang sama sulitnya. Termasuk

logika dan pertanyaan sederhana bagi peker-

ja yang awam. Kalau sudah punya rumah,

mengapa diwajibkan ikut potongan, kalau un-

tuk renovasi mereka punya cara sendiri yang

lebih masuk akal. Kalaupun potongan itu

terkumpul, butuh berapa puluh bahkan ratus

tahun untuk bisa membeli rumah. Baiknya se-

lain sosialisasi dan meningkatkan kepercaya-

an, tunggulah kondisi kesejahteraan sedikit

membaik, kalaupun tidak pemerintah harus

memilih waktu yang tepat, terutama bagi

pekerja UMR dan masyarakat berpenghasi-

lan rendah (MBR).

(Penulis adalah Ketua STIM YKPN,

Peneliti Senior Sinergi Visi Utama Consulting,

Pengurus ISEI dan Kafegama DIY)-f
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Pro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Tersangka   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

Jemaah   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

TANTANGAN PEMERINTAHAN BARU

Peluang Menuju Ekonomi Hijau

Gunung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Karen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Dikabulkan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

JAKARTA (KR) - Jesuit

Indonesia menyelenggarakan

Seminar Nasional 'Prospek

Ekonomi Indonesia di Era

Pemerintahan Baru: Tantang-

an, Peluang & Catatan', di

Hotel Mulia, Senayan, Jakarta,

Kamis (30/5).

Seminar menghadirkan na-

rasumber Mari Elka Pangestu

(praktisi ekonomi), C Harinowo

(Komisaris BCA), dengan

moderator Eduardus Tandelilin

(Guru Besar FEB UGM). Se-

minar dihadiri sekitar 300 pe-

serta yang mewakili akademisi,

pengusaha, perbankan dan

lembaga Pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mul-

yani Indrawati dalam sambutan

kunci mengatakan, setidaknya

terdapat empat hal ekonomi

global yang mempengaruhi

perekonomian Indonesia pada

saat ini dan masa mendatang,

yakni higher for longer, tekanan

geopolitik, perubahan iklim,

dan digitalisasi. Secara implisit,

Menkeu menyebut keempat

hal tersebut menjadi tantangan

yang dihadapi pemerintahan

baru mendatang.

"Pemerintahan baru men-

datang harus mampu men-

dorong pertumbuhan eko-

nomi dari 5 persen menjadi

6-7 persen pertahun," harap

Mari Elka Pangestu yang

mantan Menteri Perda-

gangan.

Untuk itu Mari merekomen-

dasikan antara lain, meningkat-

kan produktivitas atau menu-

runkan ICOR (Incremental

Capital Output Ratio), khusus-

nya untuk sumber daya manu-

sia, infrastruktur dan tata kelola

pemerintahan. Kemudian

mendorong iklim bisnis yang

mampu meningkatkan PMA

dan sektor-sektor industri yang

berorientasi ekspo, serta me-

ningkatkan tabungan pemerin-

tahan.

"Ekonomi hijau khususnya

energi hijau menjadi sumber

pertumbuhan ekonomi yang

penting di masa depan," jelas

Harinowo. Menurut Harinowo,

Indonesia mempuyai sumber-

sumber energi hijau yang me-

limpah seperti matahari, angin,

air dan panas bumi. Energi hi-

jau adalah energi bersih yang

tidak mencemari atau menam-

bah polutan di atmosfer. Dalam

memanfaatkan energi hijau

harus disiapkan sumber daya

manusia dan teknologi agar

hasilnya optimal.             (Rsv)-f

umum akan melimpahkan ke Pengadilan

Tipikor Yogya.

"Setelah tahap II, nanti jaksa penuntut

umum akan menyusun surat dakwaan.

Ketika selesai, akan dilimpahkan ke

Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," je-

las Herwatan, Kamis (30/5). Tersangka

akan disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang telah diubah jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kasus ini berawal pada tahun 2012 saat

Pemerintah Kalurahan Candibinangun

mendapatkan izin dari Gubernur DIY untuk

menyewakan TKD Candibinangun di

Padukuhan Bulus II Kembangan dan

Samberembe seluas 200.225 M2 kepada

PT Jogja Eco Wisata yang akan diman-

faatkan untuk Tempat Wisata dan Taman

Rekreasi Water Park. Sesuai izin Gubernur

ditentukan masa sewa berlaku selama 20

tahun dan perjanjian sewa dilakukan penin-

jauan ulang/review setiap 3 tahun sekali

serta pendapatan dari sewa menyewa ini

harus dikelola melalui APBDes.

Dengan berlakunya PerGub No. 34

Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah

Desa (Pasal 21 ayat 3) menyatakan 'be-

saran sewa berdasarkan hasil penilaian

dari penilai public'.  Namun ternyata ter-

sangka tidak melakukan review perjanjian

sewa yang seharusnya dilakukan pada

tahun 2018 terutama mengenai besaran

uang sewa yang harus didasarkan penilai-

an dari jasa penilai/appraisal. Tersangka

hanya menentukan kenaikan harga sewa

secara lisan tanpa dasar yang jelas dan

tentunya nilainya jauh lebih rendah dari

yang seharusnya.

Uang sewa yang dibayarkan  PT JEW

kepada Kalurahan Candibinangun oleh ter-

sangka tidak dimasukkan dalam APBDes

terlebih dahulu namun langsung memerin-

tahkan untuk dibagikan kepada para

perangkat desa dan mantan perangkat de-

sa secara asal-asalan tidak sesuai dengan

Peraturan Desa. Akibatnya terjadi kelebi-

han pembayaran yang mengakibatkan

uang yang masuk ke kas desa sangat ke-

cil.

Berdasarkan perhitungan kerugian ne-

gara dari Inspektorat Pemerintah Daerah

DIY, perbuatan tersangka Sismantoro telah

merugikan keuangan negara sebesar Rp

9.199.267.890. Terdiri dari kerugian dari ke-

kurangan penerimaan kas desa atas pem-

bayaran yang telah dilakukan PT JEW

sebesar Rp 704.667.890 dan penyidik

telah melakukan penyitaan uang Rp

297.900.000 dari perangkat desa.

Kemudian kerugian dari harga sewa TKD

oleh PT JEW yang terlalu rendah sebesar

Rp 8.458.600.000. (Sni)-d

Wapres Resmikan Gedung Landmark BSI Aceh

ACEH (KR) - Wakil Presi-

den KH Ma'ruf Amin meres-

mikan gedung ramah ling-

kungan Landmark BSI Aceh

yang terletak di Jalan Teungku

Daud Beureuh No 15 Banda

Aceh, Kamis (30/5). Gedung

ini merupakan gedung bank

syariah pertama yang men-

gusung konsep ramah ling-

kungan atau green building. 

Peresmian gedung ini juga

didampingi Direktur Utama

BSI Hery Gunardi, Komisaris

Utama BSI Muliaman D

Hadad, Pj Gubernur Aceh

Bustami Hamzah dan Wali

Nangroe Aceh Tgk Malik

Mahmud Al-Haythar. 

Wapres mengatakan, Ge-

dung BSI Landmark Aceh di-

harapkan mampu merepre-

sentasikan bank syariah yang

modern dan menjadi peno-

pang aktivitas operasional per-

bankan syariah, tetapi juga se-

bagai poros penggerak per-

tumbuhan ekonomi dan ke-

uangan syariah di Aceh. 

Hery Gunardi mengatakan,

BSI akan hadir selamanya di

Aceh dan menunjukkan komit-

men jangka panjang dalam

mendukung pertumbuhan

ekonomi di Aceh. BSI terus

mengoptimalkan layanan se-

suai kebutuhan masyarakat

Aceh terutama dalam hal per-

cepatan ekonomi, sosial dan

pariwisata. 

Wapres juga meresmikan

dua Desa Binaan BSI Klaster

Nilam dan Kopi. Klaster Perke-

bunan Kopi di Desa Gegerung

dapat menghasilkan panen 69

ton dengan lahan seluas 30 ha,

dan jumlah mitra 600 jiwa. Se-

mentara Klaster Perkebunan

Nilam di Desa Blang Mee

mampu menghasilkan 4.199

kg panen daun kering dan 102

kg sulingan minyak, dengan la-

han Tahap 1 seluas 6,6 ha dari

20 ha lahan yang direncana-

kan. Desa binaan ini memiliki

mitra 365 jiwa.                   (Ogi)-f

dan pidana denda sebesar Rp

1 miliar subsider 6 bulan kurun-

gan," kata Jaksa Penuntut

Umum (JPU) Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK)

Wawan Yunarwanto dalam

sidang pembacaan tuntutan di

Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) Jakarta,

Kamis (30/5).

Jaksa menuntut agar Majelis

Hakim menyatakan Karen

telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum

bersalah melakukan tindak pi-

dana korupsi, sebagaimana

diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 2 ayat (1) juncto

Pasal 18 Undang-Undang

(UU) Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi seba-

gaimana diubah UU 20 Tahun

2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP sebagaimana dakwaan

pertama. JPUjuga menuntut

Majelis Hakim untuk menetap-

kan masa penahanan yang

telah dijalani terdakwa diku-

rangkan seluruhnya dari pi-

dana yang dijatuhkan dan

menetapkan terdakwa tetap

dalam tahanan.

Kemudian, Jaksa KPK me-

nuntut Majelis Hakim untuk

membebankan pembayaran

uang pengganti kepada pe-

rusahaan AS, Corpus Christi

Liquefaction LLC (CCL) sebe-

sar 113,83 juta dolar AS dan

membebankan biaya perkara

sebesar Rp 7.500 kepada ter-

dakwa. "Terdapat beberapa hal

yang memberatkan tuntutan

kepada Karen, yakni perbuatan

terdakwa tidak mendukung

program pemerintah dalam

pemberantasan tindak pidana

korupsi serta terdakwa tidak

mengakui perbuatannya dan

berbelit-belit dalam memberi-

kan keterangan. Sementara

hal yang meringankan tuntut-

an, yakni terdakwa bersikap

sopan di persidangan," ujar

Wawan.                     (Ant/Has)-d

"Jemaah harus membawa smart card se-

lama berada di Tanah Suci, terutama pada

puncak haji di Armuzna. Smart card berisi se-

jumlah data di dalamnya, yakni nama je-

maah, foto, tempat tanggal lahir, nomor visa

dan provider yang menerbitkannya serta

lokasi pemondokan jemaah di Makkah,"

ungkapnya. 

Mengingat pentingnya smart card tersebut,

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH),

mewanti-wanti jemaah agar menjaga sebaik

mungkin dan jangan sampai hilang atau tert-

inggal terutama saat tawaf.

Berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi,

Kamis kemarin, jemaah haji yang sudah tiba

di Tanah Suci berjumlah 131.513 orang terba-

gi dalam 335 kloter. Jemaah yang wafat hing-

ga saat ini  25 orang. Seluruh jemaah haji

yang wafat akan dibadalhajikan.

Sementara itu, keterlambatan keberang-

katan jemaah haji membuat para jemaah

was-was dan sempat menimbulkan tanda

tanya mengenai kepastian keberangkatan. 

Namun,  karena penerbangan merupakan

perjalanan ibadah, maka kekecewaan dipen-

dam dengan mengambil hikmah dari peristi-

wa itu.  Demikian sejumlah pandangan para

penumpang jemaah haji yang diterbangkan

dengan maskapai Garuda Indonesia, khu-

susnya yang terkena langsung keterlambat-

an pesawat. 

Salah satu jemaah dari Kabupaten

Semarang Kloter SOC-58, Aries mengung-

kapkan, dirinya sempat tanda tanya dengan

keterlambatan tersebut, sehingga sempat

was was. Pemberitahuan perubahan jadwal,

melegakan, sehingga ia bersiap untuk ke

Embarkasi Solo sesuai jadwal keberangkatan

yang baru. 

Hal yang sama disampaikan jemaah lain-

nya yang juga dari Kabupaten Semarang,

Mujiono. Ia berharap pihak Garuda bisa

mengkoreksi kekurangan yang terjadi. "Saya

sendiri mengambil hikmah dari keterlambatan

ini," ujarnya. 

Harapan terhadap perbaikan maskapai

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini

ditekankan Ketua Kloter SOC 50, Nor Imanah

dan Ketua Kloter 65, Ahmadun. Menurut ke-

duanya, ketepatan waktu menjadi kepuasan

jemaah atau penumpang.                 (Ati/Jon)-f

KR-Istimewa

Wapres KH Ma'ruf Amin meresmikan Gedung BSI Aceh.

KR-Istimewa

Paparan para pembicara.

penghitungan usia bagi calon penyelenggara ne-

gara, termasuk calon kepala daerah harus dihi-

tung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat

setelah berakhirnya status calon tersebut seba-

gai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasang-

an calon maupun calon terpilih.

Menurut lembaga peradilan itu, apabila titik

penghitungan usia calon kepala daerah dibatasi

hanya pada saat penetapan pasangan calon,

ada potensi kerugian bagi warga negara atau

partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri

atau mengusung calon kepala daerah yang baru

akan mencapai usia 30 tahun bagi

gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bu-

pati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan

penetapan pasangan calon.

Selain itu, MA juga berpendapat, adressat

UU No 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan

untuk KPU selaku penyelenggara pemilu,

tetapi juga kepada seluruh warga negara

yang berhak mencalonkan dan dicalonkan.

(Ant/Obi)-d


